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Menimbang : bahwa berhubung dongan perkembangan kesatanegaraan dan untuk

# - melant jarkan Pemerintahan Dacrahedacrah Otoncm dalam 1 ,
Propinsi Sumatera Tengah, perlu scgera dibensuk Daerahedacrah
Kota=Besar, jang berhak mengatur dan mengurus rumah-S$angganja
sendiri berdasarkan Undang-undong No.22 Sahun 1948 Republik
Indenesia tentang Pemerinsahan Daerah;

Mongingat 3 a. msal-ﬁsal 89, 131 dan 142 Undang-undanz Dasar Sementara
- Republik Indenesia;
b. Undang=-undang Nc.22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengon persctud juan Dewan Perwakilan Rakjats;

MEMUTUBKAN 3
Mene tapkan 3 :

UNDANG=UND.NG TINT/NG PEMEENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN
D/ERAH PROPINSI SIMATERA TENGAH.

R L
IERATURAN TNMWM,

: Posal 1,

; Daerah=dacral jang terscbut dibawah ini sub a sampail dengan o masings

' lgg!.ls dibentul scbagai Kota-Besar dengan nama dan watas-watas umm ,
r 5. ; P

a. Bukittinggi dengan noma KotaeBesar Bukitunﬁ;gi dengan watas-watas
meliputi wilajah "stadsgomoente Fort de Kock" (Ssaatsblad 1938 Ne.
sermasuk doloam Staatsblad 1 No.l54 Joe ketetapan CGubernur Propinsi
Sumatora tangsal 9 Djuni 1947 Noe3591.

be Padang dengon nama Kota=Bosar Pndaneg dengon wabtas-watas me a1
wila jah “stadsgemeente Pad (Staatsblad 1938 RngI 33%
1948 l!c.'zg‘l Bijblad No.152L5)  termaksud dalam Ssaatsblad 1 0260 Joo -
Staatsblad 1 No.151 ditambah dengan wilajah kampungsk g:;k‘g-

;nn?; Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Scberang
anisSe

Ca Dianbi dengan nama Kota=Besar Djambi, dongan watasewatas jong molip
w luguh termaksud dalam kepubusan Directcur Binnenlandseh Bestuur
gal 9 Desember 1931 Noe22/2/20 (Bijblad Noel3009)e

Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerinsah Kota-Besar Sor=
scbut dalam pasal 1 diatas untuk sementara wokitu dapat dipindahkan kelair
tompat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah. ey :

- e
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Pasal 5'.

(1) Dewan Perwakilon Rakjat Docrah Kota-kota Besar Bukittinggi, Padeng dan
Djambi masing=masing terdiri dari 15 orang angsota.

(2) aAnggota-anggota Dewan TFerwakilan Rakjat Daerah termaksud dalam ajat 1
Jang untuk pertama kali dipilih menurut Undange-undang pemilihan, molce-
takkan keanggotaannja sorcntak pada suatu ketika jang akan ditetapkan
oleh penguasa jang ditentukan dalam poeraturan-porundatiinti jené Lorbonse
kutan,

(3) Djumlah Anggota Dowan Pemerintah Dacrah Keta-Besar termaksud dalem pa-
sal 1, adalah sckurang=kurangnja 3 dan scbanjak=banjalnja 5 orang, de=
ngen ketentuan bahwa dalam djumlah torscbut bidak termasuk Anggotas
Ketun Wali-Kota Kepala Dacrahe.

BiB 11,
TENTANG URUS/N RUMAH-TANGGA DN KEWADJIB.N KOTA=BES.Re

Pasal

Pomor intah Kcto-Besar menjelenggorakon scgala sesuatu jang di dang
periu untuk mclant jarkan djalannja Pemerinsahan Dacrainja, antora lains

a, monjusun don menjolonggarakan sckretariat Kota=Besar serta baglan-bagion
{dinas=dinas don urusansurusan);

be menjelonggarakan scgnla sesuatu jang berhubungan dengan wrusan ke -
waian, perbondaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal
Jang dipandong masily perlue
Pfasal DS,
(1) Kosa=kcta Besar scbagal dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini
mengatur dan mengurus urusan-urusan:

§ phreium i, '

E. kchowanan,

T e W?iﬂnian,

¢ 2. perikanan daras,

Te perindustrian ket jil,

1 sampal dengan 7 Jang cleh Propinsi Sumatera Tengah disorahkan kepadanja
baik sebagian maupun sclurubnja sesuai dengan ke tentuaneketentuan dalam
Peraturan-peraturan Poemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagion
urusan jang bersangkutan dari lemerintah Pusat kopada dacrah otoncm.

(2) Bilamana timbul kesulitan tenteng polaksanaan csonomi seperti
dinakfud dalam ajat 1 diatas Pemerintah Pusat mengambil sindakan=tindakan
seperlunja.

Pasal 6,

Ponjerachan urusansurusan jJang termasuk dalam rumaheton dan kewa=
djiban daerah KotaoeBesar Jang konaan dengon: _

a, l. uwrusan agraria, :

2 T perburuhan, -

z'- "  poncrangon, ot
" pendidikan, pengadjaran dan kebudajaon, et

5+ lain-lain urusan jang belum disebut dalam pasal §, '
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be Bagian~bagian lain dari urusan Jang sudah secbagian discrahkan berdasar=
kan kotentuan dalam pasal 5 diatas, Jang mengingat pertumbubhan dan ko=
sangrupan Kota-Besar dapat diserahkan pula scbagal hal=hal joang termasulc
urusan runah-tanggae dan kewad jiban Kota-Besar,

a dan b diatur dengan Peraturan Iemer intah,
Pasal

(1) Bemun poraturan mengenai hal-hal jang mengingat sifatnja dapat dipan-
dang sebagai urusan rumahetangga dacrah Kecta-Besar atau Kabupaten,
termasuk pulc "ieuren en reglementen van politie" scbagaimana dimaksud
dalam Staatsblad 1938 Nol.6l ig. Nc.652, jang berlaku scbelum saat mu=
1aj berlalunjin Undang-undang ini, %orus berlaku dalam daerah=hulommn ja
semula scbarni Peraturan Kota-Besar jJang bersangkutan, dan dapat diubah,
ditambah atou ditjabut oleh Kcta-Besar itu.

(2) Keputuson=-kcputuson serta peraturan=peraturan gang dahulu ditesapkan
sleh kota=kota Otcnom Padang, Bukittingsgi den Djembi, sopandjang sidak
bertentanpgon dongan perabturan= undangan sckarang, %erlaku terus scba=
gai Koputusan serta Peraturan Koto-Besar jang bersangkutan jang tersebut

alam pasal 1 Undong-undang ini.

(3) Peraturan-peraturan jang dimeksud dalam ajat 1 dan ajat 2 pasal ini,
sepand jang belum diubah ateu ditambah clch Kcta=-Besar jJang bersangkutan
jang berlaku scbagai Peraturan Kota-Besar tidak berlaku lagl 5 (14ima)
gahun sesudah tanggal berlakunja Undang=-undang ini,

Pasal 8. :

Dengen tidak mencurangi ketentuanekctontuan torscbut dalam pasal 5, 6
dan 7 diatas, maka Pemerintah Daerah Kota-Besar berhak pula mengotur dan
mongurus hal=hal jong tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, atau
Pemor ingah Dacrah Propinsi Sumatera Tenpgah, ketjuall apabila kemudian oleh
peraturan perundangan jang lebih tingei tingkatnja diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kcta-Besar, jang mengandung penetapan dan
pemungutan padjalk dun retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan
oleh Dewan Pemcringah Daerch Propinsi Sumatera Tengah, terkesjuali apabila
Undang=undang tcnsang peraturan-umum padjak dan rehrifms:!. dacrah seperti
dimaksud dalarm pasal Undang-undang Nc.22 tahun 1948 monund juk penguasa
lain untuk menscsahkannjae

Pasal 10,

Selain daripada hal=hal jang disentukaen dalam pasal 5 sampal dengpn
pasal §, Pemerintah dacrah Xota-Besar diwad jibkan pula mendjalankan kclkun=
saan, hak, wugos don kowad Jiban Jang menurut ke tentuan=ltc tentuan dalam
peraturan lain ditugaskan kepada Pemeringah Dacrah Otonom Jang sotingkat
dengan Kabupatone

AUAS LA '.;-.'x.i”?
D KUTA=HES/,R.

N GK ¢ " ERJERAGHAN KE
CRDJAZN _J7NC DISURANKIN KETA

Pasal 11,
Tentang pegawal Kota=Bosar,

N

N T RERDJA/N=IEK
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(1) Dengan tidak mengurangi hok untuk mengangkot pezawai Kosa-Besar
jong termaksud dalam pasal 21 Undang-undang Nc.22 tahun 1948, moka untuk
men jelenggarakan halehal Jong termasuk urusan rumahegSangga dan kowad jiban
Kota=-Besar tersebud, dengan keputusan Menteri jang bersangkutan dapat:

a. diserahkan pegawal Negara untuk diangkat mendjadl pegawail Kota-Besar
jong versangkutan;

b. diperbantukan pegawail Negara untuk dipckerdjokan kepada Kota=Besar
Jang bersangkutan.

(2) Dengan tidak mengurangl peraturan=peraturan jang ada tentang
pogawal Nepgara, maka dengan Peraturan Pemerintch atou dengon Peraturan
Menteri Jjang bersangkutan dapat diadakan ketentuon-kctontuan tontang ko=
dudukan pepgowai Negara, jJang diancskat mend Jadi pegawail Kota-Besar atau
joang diperbantukan kepada Kota=Besar,

(3) Penempatan pegowai jang diperbantuken kepada Kota-Besar, didalam
undnmgx dacrahn je masing=masing, disclenggarakan clch Dewan Pemer intah
daerah Kcta=Besar Jong bersangkuton, dengon memboritahukan hal itu kepada
Kementerian jans berlrepentingan, meinlui Dewan Pemer intah dacrah Propinsi
Sumatera Tengah,

(4) Pemindechan pegawai Jang diperbantukan kepada Kota=Besar dari sc=-

suntu Kcta=Besar ke Dacrah Otenom lain, diselenggarakan oleh KemenSerian

ang bersangkutan, sotclah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah
crah jang bersanglkutan.

" (5) Penetapan dan kenaikon pangkat dan gadji dari pegawail jang dipere
bantultan menurut ajat 1 sub b diatas, disclenggarakan cleh Kementerian
jang berwad jib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah
Jang berhepentinsun, dengon tidak mengurangi peraturan-peraturon tentang
pegowai Negara jang adoe.

Pasa
Tentang tanch, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainja,.

(1) Ta bangunan, gedung dan barang=-barang tidak bergerak lainnja milik
Pemerintah jang dibutuhkan oleh Kota=Besar untuk memonuhi s kewae
djivannja menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada Kota=-Besar dalem
hak milik atau diserahkan untuk dipokal atau diserchkan dalam pengelo=
laan guna keperluannja,

(2) Barange-barang inventaris den barang bergerak lainnja gggs dibutuhkan
untuk menjclenggarakan urusan rumah=-tongea dan kowa;!gi Kosa=Besar,
diserahkan kepanda Kocta=Besar terscbut dalam hak mil

(3) Segala utanr-piutans Jang bersangkutan dengan hal-=hal jong diserahkan
kepada Kotoa-Besor, pada waktu penjorahan mend]adi tangsungon Koto=-Bosar
scrsebut, dengen ﬁehentum balwa penjelesalan socaleschl jang timbul
mengenail hal itu dapat diminta pada rintah Pusat,

(4) Untuk penjclenpoaraan tugas kewad jiban Kota=Besar, Kementorian J
bersongkuton ceqe ‘ropinsi Otcncm Sumatera Tengah menjerahkan bin
Kota=Besar uang scdjumlah jang diteta dalam ketetapan Menteri jang
bersangkuton atau Dewan Perwakilen Jat Daerah Propinsi Sumatera Te=-

sockedar perbelandjaonnja jang dimaksud sebelum disclenggarakan
oleh KotaeBesar jang bersangkutan, termasuk dalam inggaran Beland ja
Kementerian jang bersangkutan atau dalam Anggaran Beland ja Semensara
Propinsi Sumatera Tengah. 1

M
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BAB IVe :
KETENTUAN TERASLTHAN,

Pasal 13,

Semua pepnwai Docrah jang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota=Buki t-
tingzi, Padans dan Djambi, iune; ada pada saat mulai berlakunja Undang=
undone ini, mendjadi pegawai dari Kota-Besar Bukittinggl, ang dan Djambi.

fasal &,

Gerala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahoone
Bcrumﬁman dan ubempepiutang Jang ada dari Kotaekota Bukittmsci Podang dan
jorol prdo wo'cbu mulal berlakunja Undang=undang ini mend jadi mii:lk dan
tangoun nn Kotu-Bosor Bukittinggl, Padang dan Djambi.

Pasal 15, -

(1) Dewnn Torwakilan Rakjot Dacrah dan Dewan Pemerintah Dacrah Kota-Beser
Prristinggi, Podang den Djombi jang ada pada waktu mulai berlakunja
Uncons-undang ini untuk scmentara woktu mendjalankan scpgnla hak, wowe-
nanz pugas dan kowadjiban dari Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah dan Dowan
Pemorintanh Dacrah dimaksud dalap Undang=-undang ini sampai dibentuk Dowan
Perwalrilan Rakjot Dacrah Kcta-Besar monurut peraturan pemilihon jang sah.

(2) Lngeeta=anpeota Dowanedowan jang dimaksud dalam ajat (1) dlatas meletal-
kon Leanggetacnnja sercntek pada waktu Dowan Perwalkilan Rak jat Dacrai
Koto-Besar Bukittingel, Padong dan Djembil jang pertama, jang disusun mc-
nuru% peraturan pemilihon jang dimaksud itu muilail mendjalankan hak, ko= -

. wenongen tusas dan kewad jibannja,

BAB V,
KETENTUAN IENUTUD,

Pasal 16

Pada woktu mulai berlakunja undang-undang ini, maka segala kotentuan
dnlam peraturan-peroturon atau ketentuan tate-usaha jeng bertentangan dengon
undeng-undang ini, tidok berlaku logi. :

Pasal 17,

Urdangeundong ini dinomaken “Undang-undang pembentukan Kota=Kota=Bosar
di Propinsi Sumatora Tengah". -

2 Pasal 1

Undang=undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Apor supaja sctiap crang dapat mengetahuinja, memorintahkan pengundangon
wndongeundang ini dengon penempaten dalam Lombaran Negara Republik Indonesiae

Disahkan di Djakarsa
?padn tanggal 1% wrot 19564
y APRCSIDEN REIUBLIK INDONESIA,
Diundangkan :
pada tanggal %Huaret 1956. SUKARNO -
MENTERI AKTMAN - MENTERT DALAM NEGERI a.i.,

i _____________...-—-—- = : - : : S 5 ',w-..,";:" :
LOEKMAN WIRIADINATA. | \/ BuURoB0, ol e

LEMBARAN NEGARA No.20 TAHUN 1956. B\ e




